SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-
2029;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat



dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



10.

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

13.

14.

15.

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah



23.

24.

25.

26.

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2005-2045, (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 131);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Menetapkan :

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025-2029.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Magetan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Magetan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah
dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk
periode periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran
visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang
selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata
Ruang wilayah di daerah Kabupaten Magetan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi
daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029
sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.
Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah /Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Permasalahan Pembangunan adalah pernyataan yang
disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian
pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya

tersedia.

.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun
tidak langsung secara signifikan di masa datang.
Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran pokok RPJPD.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok
RPJPD.



20.

21.

22.

23.

24.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II
PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPUJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program pasangan Bupati dan Wakil Bupati hasil
pemilihan umum tahun 2024 yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN
Tahun 2025-2029.

(2) Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana diamksud pada

ayat (1) memuat hal-hal antara lain:

a. Tujuan;

b. Sasaran;

c. Strategi;

d. Arah kebijakan;

e. Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan

f. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan



bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada:
1. RPJPD;
2. RTRW; dan
3. RPJMN.
(3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirumuskan secara:

. transparan,;

o o

. responsif;
efisien;

. efektif;

a0

akuntabel;

®

=

partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j- berkelanjutan.

(4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis;
d. atas-bawah dan bawah-atas;

e. holistik-tematik;

a}

integratif; dan

g. spasial.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab II Gambaran Umum Daerah;



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah;

d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e. Bab V Penutup.

Penjabaran dan uraian lebih lanjut mengenai sistematika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

RPJMD disusun sebagai pedoman dalam hal:

a. penyusunan Rencana Stategis Pemerintah Daerah;

b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), RPJMD sebagai acuan bagi seluruh pemangku

kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun

waktu tahun 2025-2029.

Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam

RPJMD bersifat indikatif.

Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang terjadi pada

setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Mennegah Daerah sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara
lain terjadinya bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya gangguan
keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan

kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi
pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun
2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja
Perangkat Daerah yang telah ada  sebelum

diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan



masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya
peraturan perundang-undangan Daerah baru

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

WELLY KRISTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 272-11/2025

Pegiaty;
NIP3Q

..P
¥ O
H} !/ S.H., M.H.
AW (111/d)

e

#62011011014



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional yang bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
secara menyeluruh. Upaya ini diarahkan agar hasil pembangunan daerah dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil, merata, dan
berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai
wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan
pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama perencanaan
pembangunan daerah yang tepat guna dan tepat sasaran. Perencanaan yang
baik harus berbasis data dan fakta sehingga dapat diimplementasikan oleh
seluruh pelaku pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dari
proses tersebut ditetapkan skala prioritas dan program prioritas pembangunan
daerah untuk lima tahun ke depan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Resntra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)dan Renja PD.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2005-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
tahun 2024 nomor 03), daerah wajib untuk segera menyusun RPJMD Tahun
2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik RPJMD, di mana sebagian
substansinya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD
Tahun 2025-2029 ;



RPJMD Kabupaten Magetan dapat dikatakan sebagai muara seluruh
rencana pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Magetan
yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di
Magetan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang harapkan.

Lebih lanjut penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Magetan tahun
2025-2029 menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun
dokumen RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029. RENSTRA Perangkat
Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Magetan 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD
yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap
tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana
Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA
Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja
tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah
yang menjadi acuan teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan Perangkat

Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “responsif” adalah dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

perubahan yang terjadi di Daerah.



Huruf c
Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian
keluaran tertentu dengan masukan terendah atau
masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan
mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki,
melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap
kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan
Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “partisipatif” merupakan hak
masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif
terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi
aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses
dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan
target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara
untuk mencapainya.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “berkeadilan” merupakan prinsip
keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender
dan usia.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan”
adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur
tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam
mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber
daya manusia.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah
pembangunan yang mewujudkan keutuhan

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,



ayat (4)

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan dengan memperhatikan potensi
dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber

daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf a
Pendekatan  teknokratik  dilaksanakan  dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah.

Huruf b
Pendekatan partisipatif = dilaksanakan dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c
Pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih
kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan
hasil perencanaan yang  diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan Daerah.

Huruf e
Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu
kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan
dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu
dengan lainnya.

Huruf f
Pendekatan integratif dilaksanakan dengan
menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu
proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf g
Pendekatan spasial dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam

perencanaan.



Pasal 4
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
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